


























8) Dekan dapat mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor USU melalui Wakil Rektor 1
Bidang Akademik. Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Rektor mengeluarkan
keputusan sanksi.

9) Jika kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa USU telah terbukti
secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan
dan perundang — undangan yang berlaku, maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan,
kelompok, atau organisasi dapat diputuskan oleh pimpinan USU tanpa perlu dilakukan
pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oeh Komisi 4d Hoc di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Sanksi Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 12

1) Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa :

No Jenis Sanksi Komisi Ad Hoc
Tingkat Fakultas
1 | Peringatan secara tertulis SK Dekan
2 | Pemberian tugas social SK Dekan
3 | Pembatasan jumlah SKS yang diambil SK Rektor
4 | Penghentian sementara status sebagai mahasiswa SK Rektor
dalam jangka waktu tertentu (skorsing)
5 | Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen SK Rektor
(dikeluarkan dari USU)
2) Mekanisme penetapan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan :
No Jenis Sanksi Komisi Ad Hoc
Tingkat Fakultas
1 | Peringatan secara tertulis SK Rektor
2 | Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu SK Rektor
3 | Pembubaran SK Rektor
BAB VII

BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu
Bentuk Pelanggaran dan/atau Kejahatan

Pasal 13

USU dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa USU jika terbukti melakukan:
1) Pelanggaran Akademik. diantaranya :
a. Melakukan kecurangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Akademik Program Sarjana
USU Pasal 58, kecuali atas izin instruktur atau dosen yang berkepentingan.
b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan
kegiatan akademik.









BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15
Penutup

1) Ketentuan — ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Statuta Universitas Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014

2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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